
Penerbitan Perpu Ciptaker

ini, ungkapnya, merespons

prediksi para ahli ekonomi soal

resesi yang akan terjadi di

tahun 2023. Oleh katena itu,

Yasonna menyebutkan, Perpu

tersebut justru akan meng-

untungkan para pelaku usaha

dan tenaga kerja.

Sebelumnya Presiden Joko

Widodo (Jokowi) menerbitkan

Peraturan Pemerintah

Pengganti UU (Perpu) No 2

Tahun 2022 tentang Cipta

Kerja. Alasan Perpu Ciptaker

diterbitkan karena kondisi glob-

al yang tidak menentu menjadi

pertimbangan menerbitkan

Perppu itu. "Jadi memang ke-

napa Perpu, kita tahu kita ini ke-

lihatannya normal tapi diintip

oleh ancaman-ancaman keti-

dakpastian global, saya sudah

berkali-kali menyampaikan be-

berapa negara yang menjadi

pasiennya IMF," kata Presiden

Jokowi beberapa waktu lalu di

Istana Negara.

Pada konteks ketenagaker-

jaan, Perpu ini merupakan buk-

ti komitmen pemerintah dalam

memberikan pelindungan

tenaga kerja dan keberlang-

sungan usaha untuk men-

jawab tantangan perkembang-

an dinamika ketenagakerjaan.  

(Ful)-d
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Di antaranya menghadirkan kurikulum dalam kon-

disi khusus, keringanan biaya pendidikan, menyedi-

akan media pembelajaran daring dan sebagainya.

Ada pro-kontra dengan kebijakan tersebut. Namun

yang lebih penting dari semua itu mencari solusi ter-

baik bagi masa depan anak-anak Indonesia. 

Mulai tahun 2023 perkawinan antara sekolah de-

ngan industri harus menjadi prioritas. Tidak hanya un-

tuk pendidikan yang berbasis vokasi, melainkan juga

untuk sekolah menengah umum dan perguruan ting-

gi non-vokasi. Pendidikan perlu semakin nyata

mewujudkan link and match dengan dunia industri.

Konsepnya sekolah butuh industri dan industri butuh

sekolah. Konsep sederhana itu sangat berat tan-

tangannya. 

Pendidikan harus melakukan transformasi sistemik

menyeluruh. Setidaknya penguatan blended

learning antara proses belajar tatap di kelas dengan

e-learning secara harmonis harus dilakukan.

Penyegaran kurikulum merupakan bentuk transfor-

masi lain untuk memperbaiki mutu lulusan tanpa

meninggalkan upaya perbaikan mutu proses pembe-

lajaran, mutu guru, dan penguatan manajemen seko-

lah/madrasah.

Mutu lulusan merupakan terminal akhir proses

permbelajaran. Mutu lulusan ditentukan komponen

mutu proses pembelajaran dan manajemen seko-

lah/madrasah, sedangkan mutu proses pembela-

jaran ditentukan oleh komponen mutu guru dan ma-

najemen sekolah/madrasah. Artinya,  keberhasilan

proses pembelajaran memerlukan kesiapan guru

dan manajemen sekolah/madrasah untuk terca-

painya mutu lulusan yang dicita-citakan.  

Perubahan kurikulum dalam proses pembelajaran

bukan sesuatu yang tabu. Ketika kurikulum lama di-

refresh maka yang demikian adalah tuntutan peruba-

han alam dan zaman. Tidak pula berarti bahwa

kurikulum yang lama keliru atau salah. Dinamika pe-

rubahan alam dan zaman menuntut perubahan

kurikulum agar anak-anak bangsa Indonesia adaptif

terhadap tuntutan perubahan.  

Abad ke-21 yang ditandai dengan perubahan yang

sangat cepat dalam bidang teknologi informasi dan

tatanan sosial harus mampu diantisipasi oleh kuriku-

lum kita. Kompetensi abad ke-21 yang dirumuskan

sebagai (1) berbudi pekerti luhur, (2) berkebangsaan

yang kokoh, (3)  berkomunikasi efektif, (4) berpikir kri-

tis dan pemecahan masalah, (5) berkolaborasi, dan

(6) berkreativitas dan imajinasi harus menjadi muatan

utama kurikulum masa depan. 

Selain itu sinkroninasi program dan kebijakan

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan

Teknologi harus berada dalam satu tarikan napas.

Tidak boleh ada satu program dan kebijakanpun

yang kontraproduktif terhadap program dan kebi-

jakan lainnya. Lebih teknis misalnya, program guru

penggerak harus menyokong program implementasi

kurikulum merdeka. Demikian pula sebaliknya.

Kesempatan untuk mengikuti pelatihan guru peng-

gerak harus dibuka seluas-luasnya bagi semua guru,

baik guru yang mengajar pada sekolah/madrasah

negeri maupun sekolah/madrasah swasta. Dikotomi

negeri-swasta yang selama ini terjadi telah menjadi

sekat sangat tebal bagi guru swasta mengakses

peluang menguasai kompetensi yang seharusnya. 

Terlebih jika Permendikbudristek Nomor 40 Tahun

2021 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala

Sekolah benar-benar diberlakukan. Sertifikat guru

penggerak menjadi salah satu syarat penugasan gu-

ru sebagai kepala sekolah. Guru yang tidak memiliki

sertifikat guru penggerak tidak dapat ditugaskan se-

bagai kepala sekolah.   Tanpa memperhatikan rasio

guru penggerak yang tersedia dengan formasi ja-

batan kepala sekolah yang dibutuhkan bisa menim-

bulkan persoalan serius manajemen sekolah/

madrasah kita. (Penulis adalah Ketua Bidang

Pendidikan dan Kebudayaan Majelis Luhur

Persatuan Tamansiswa)-d
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Menurut Aman, Pemkot tetap berupaya

untuk memberikan afirmasi kepada peda-

gang yang terdampak penyegelan terse-

but. "Kita akan bicarakan lagi bagaimana

afirmasi ini," tandasnya.

Penutupan aktivitas usaha di Jalan

Perwakilan oleh Pemkot Yogya tersebut di-

lakukan karena mendapat tugas Pemda

DIY untuk mengosongkan bangunan.

Lokasi kios di Jalan Perwakilan menjadi

bagian terdampak dari rencana pemba-

ngunan Jogja Planning Gallery selain

Gedung DPRD DIY dan Teras Malioboro 2.

Pembangunan gedung direncanakan dimu-

lai pada 2024. Meskipun sudah bertemu de-

ngan sejumlah pejabat usai penyegelan, na-

mun pedagang di Jalan Perwakilan tetap

datang ke Balaikota Yogya untuk bertemu Pj

Walikota Yogya Sumadi. Namun setiba di

Balkot, mereka belum bisa bertemu dan

akan dijadwalkan ulang.

Sementara Sekda DIY K Baskara Aji

mengungkapkan, setelah Pemkot Yogya

melakukan penyegelan bangunan di Jalan

Perwakilan, Pemda DIY akan segera

membongkar bangunan dan mem-

perindah kawasan Jalan Perwakilan. 

Hal itu dilakukan berkaitan dengan per-

siapan pembangunan Jogja Planning

Gallery (JPG) di kawasan tersebut.

Tentunya dalam memperindah kawasan

Jalan Perwakilan, Pemda DIY akan me-

minta persetujuan Kraton Yogyakarta ter-

lebih dahulu. Karena bangunan maupun

lahan di sisi Utara Jalan Perwakilan adalah

milik Kraton Yogyakarta dan berstatus se-

bagai Sultan Ground (SG).

"Sejumlah persiapan terus dilakukan

berkaitan dengan rencana pembangunan

JPG di kawasan Malioboro. Dimana salah

satunya adalah pembebasan lahan untuk

relokasi pedagang kakilima (PKL) Teras

Malioboro 2. Karena sesuai rencana yang

sudah disepakati, JPG bakal dibangun di

lahan itu. Kami mulai membebaskan se-

jumlah lahan di sisi utara Teras Malioboro

1. Dimana nantinya lokasi itu bakal digu-

nakan PKL dari Teras Malioboro 2," jelas

Baskara Aji seraya menambahkan,

Gedung DPRD DIY akan dipindahkan ke

Jalan Kenari, Yogya.                      (Ria/Dhi)-f
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"Jadi kami harap pemilu ke depan lebih

rileks, pemilu tidak pakai 'baper-baperan'

dan tak pakai halalkan darahnya orang,"

kata KH Yahya Cholil Staquf di Jakarta,

Rabu (4/1).

Pernyataan itu ia sampaikan usai me-

nerima kunjungan Ketua Komisi Pemihan

Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari beserta

jajarannya. Ketua Umum PBNU menye-

butkan, kerja sama KPU dengan PBNU

fokusnya lebih banyak pada pendidikan

politik bagi warga.

Yahya menyebut, untuk NU sendiri,

satu-satunya kepentingan dalam politik

Indonesia adalah keselamatan bangsa

dan negara. "Ini sudah menjadi keputus-

an institusional resmi hasil muktamar

yang harus diikuti seluruh warga

Nahdlatul Ulama," tegasnya.

Menurut Yahya, terkait dengan itu, PB-

NU ingin melaksanakan strategi yang

lebih nyata memberi sumbangan kon-

struktif mewujudkan satu keadaan yang

lebih baik dalam perpolitikan Indonesia.

"Kami mengupayakan terwujudnya suatu

tradisi demokrasi yang lebih rasional dan

berakhlak. Rasional itu artinya tidak usah

main sentimen-sentimen identitas dan ti-

dak usah main sentimen primordial,"

ucapnya.

Kedatangan KPU RI mengunjungi PB-

NU untuk membangun dukungan demi

kesuksesan penyelenggaraan Pemilu

2024. "Pada hari ini, Rabu, 4 Januari

2023, KPU melakukan kunjungan audi-

ensi dengan pimpinan PBNU untuk mem-

bangun dukungan penyelenggaraan

Pemilu 2024," kata Ketua KPU Hasyim

Asy'ari.

Ketua KPU menyebutkan, dukungan

yang diberikan NU sangat strategis bagi

KPU dalam menyelenggarakan Pemilu

2024. Hasyim mengatakan, tokoh dan ka-

der NU banyak menjadi pimpinan dan ak-

tivis parpol, bahkan kepala daerah.

Kondisi tersebut akan memberikan

dampak positif bagi KPU dalam memberi-

kan layanan kepada para pemilih dan pe-

serta pemilu. "Dengan demikian untuk

layanan KPU menjadi penting. Kader NU

itu ada di mana-mana," tambahnya. 

Di forum tersebut KPU memaparkan

proses dan progres penyelenggaraan

Pemilu 2024 kepada PBNU.

Pada pertemuan tersebut PB NU juga

sependapat tentang penyelenggaraan

pemilu dan pilkada serentak pada tahun

yang sama. Alasannya, hal itu dapat me-

ngurangi ketegangan karena mengurangi

potensi persaingan yang memang mem-

buat peserta pemilu langsung berhadap-

hadapan. Penyelenggaraan dua pemilu

tersebut tentunya dapat membuat peser-

ta pemilu saling bertukar koalisi dalam

mendukung kandidat baik pusat maupun

daerah.                                           (Ant/Obi)-f
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menyelesaikan ini. Setelah

ini mulai tahapan palak-

sanaan pengadaan tanah

dengan membentuk Sat-

gas," kata Krido saat penye-

rahan SK Penlok, Rabu

(4/1).

Krido mengimbau warga

yang terdampak/terkena

penambahan lahan terse-

but segera mengurus pem-

berkasan, seperti mengum-

pulkan data kepemilikan la-

han (sertipikat tanah, Letter

C atau surat keputusan

tanah yang lain). Terhadap

lahan terdampak, akan di-

lakukan pengecekan kem-

bali, utamanya terkait per-

alihan hak kepemilikan.

"Lebih baik dicicil dulu, ini

penting untuk percepatan

pemberkasan," katanya.

Direktur Utama PT

Jasamarga Jogja Bawen

(JJB) AJ Dwi Winarsa bert-

erima kasih kepada semua

pihak yang telah berkomu-

nikasi dan bekerja sama se-

hingga penetapan lokasi

(Penlok) Jalan Tol Yogya-

karta-Bawen di DIY (Seksi

1) bisa terbit sesuai yang di-

jadwalkan. Menurutnya, Tol

Yogya-Bawen Seksi 1 di

DIY ini menjadi prioritas

seksi yang pertama kali

akan dioperasikan.

"Proses pembangunan

untuk Seksi 1 sudah di-

lakukan. Harapannya pada

akhir Semester I-2024,

Jalan Tol Yogya-Bawen

Seksi 1 bisa dioperasikan

dan dimanfaatkan oleh war-

ga Yogya dan sekitarnya,"

katanya.

Menurut Dwi Winarsa, ke-

beradaan Tol Yogya-Bawen

akan memunculkan multipli-

er effect, mempercepat

pergerakan barang dan

manusia sehingga men-

dongkrak perekonomian.

Selain itu akan membangk-

itkan sektor pariwisata dan

industri kreatif. "Keber-

adaan rest area di sepan-

jang jalan tol ini tentu akan

berdampak positif terhadap

sektor UMKM," katanya. 

(Dev)-f

Awalnya Herry divonis penjara seumur hidup

oleh Pengadilan Negeri (PN) Bandung setelah

dituntut hukuman mati oleh jaksa. Majelis

Hakim PTBandung lalu mengabulkan banding

yang diajukan jaksa pada April lalu, kemudian

menjadi vonis hukuman mati. 

Putusan ini diambil hakim agung Sri

Murwahyuni sebagai ketua majelis dengan

anggota Hidayat Manao dan Prim Haryadi.

Sedangkan panitera penggantinya Maruli

Tumpal Sirait. Perkara dengan No

5642/K/PID.SUS/2022 itu tercatat masuk ke

MA pada 24 Agustus 2022. Sedangkan, putu-

san diambil 8 Desember 2022. 

Putusan MA tersebut ditanggapi positif oleh

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Ia meni-

lai, penolakan kasasi yang diajukan Herry

Wirawan adalah hukuman yang seadil-adilnya

di dunia ini. "MA Menolak Kasasi. Herry Wira-

wan tetap akan dihukum mati. Hukum dunia ini,

insya Allah, seadil-adilnya hukum," tulis Emil di

akun Instagram, @ridwankamil, kemarin.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak (KemenPPPA)

menghormati putusan kasasi dan menyam-

paikan harapan putusan tersebut dapat mem-

beri efek jera terhadap pelaku dan setiap orang

yang hendak melakukan kekerasan seksual,

sekaligus memberikan perhatian penuh pada

kebutuhan para korban.

"Putusan itu diharapkan menjadi tonggak

terhadap penegakan hukum pidana yang mak-

simal dan adil berdasarkan UU terhadap setiap

pelaku kekerasan seksual sekaligus menun-

jukkan ketegasan institusi penegak hukum

dalam memberantas tindak pidana kekerasan

seksual," kata Menteri PPPA, Bintang

Puspayoga.

Menteri PPPA menyampaikan, pemerintah

pun terus memperkuat fundamental pence-

gahan kekerasan seksual, di antaranya de-

ngan terbitnya UU No 12 Tahun 2022 tentang

Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU

TPKS). UU TPKS menyatakan dengan tegas

kekerasan seksual merupakan kejahatan ter-

hadap martabat manusia dan pelanggaran

atas hak asasi manusia yang harus dihapus.

(Ati)-f
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Arman Hanis. Selain itu, kuasa hukum Putri

Candrawathi (PC), Febri Diansyah dan kuasa

hukum Kuat Ma'ruf, Irwan Irawan, kuasa hukum

Bharada E, Ronny Talapessy dan kuasa hukum

Bripka Ricky Rizal, Zena Dinda.

Hakim Wahyu Iman Santoso bersama ja-

jarannya juga menunjuk kamera pengawas

(CCTV) untuk melakukan peninjauan. Tak

berlangsung lama, Wahyu Iman Santoso

meninggalkan rumah dinas FS sekitar pukul

14.55 WIB. Sejumlah media diarahkan menja-

ga jarak beberapa meter dari rumah dinas FS

yang dekat dengan pos penjagaan.

Polisi menyiagakan personel gabungan dari

Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Selatan

dan Polsek Pancoran untuk mengamankan ru-

mah pribadi FS di Saguling III. "Kami menyiap-

kan total personel gabungan sejumlah 130

orang untuk pengamanan," kata Kapolsek

Pancoran Kompol Pandji Ali Candra.

Pandji menuturkan, ratusan personel gabun-

gan ini dikerahkan untuk mengamankan rumah

pribadi FS di Saguling dan rumah dinasnya

yang berada di Duren Tiga.                        (Ant)-d

"Untuk apa seorang pencuri memper-

taruhkan keselamatannya dengan mencuri tapi

hasil curiannya kemudian dibuang sehingga ini

menunjukkan kejanggalan," ujar Zaenur.

Oleh karena itu, Zaenur berharap motif para

tersangka dapat segera diungkap Polda DIY.

Kalau aksi pencurian tersebut murni bermotif

ekonomi, para pelaku biasanya menjual hasil

curian kepada penadah atau menjual melalui

toko daring, bukan justru membuangnya.

"Apakah ini murni pencurian dengan maksud

memiliki barang milik orang lain dengan motif

ekonomi atau ini pencurian terkait dengan pro-

fesi dari korban sebagai Jaksa Penuntut Umum

KPK," tandasnya.

Sebagai Jaksa KPK yang biasa bertugas

melakukan penuntutan dalam berbagai persi-

dangan kasus korupsi, menurut Zaenur, tidak

menutup kemungkinan tindak pidana pencuri-

an itu adalah bentuk serangan terhadap

Ferdian terkait pekerjaannya. Apabila polisi

nantinya dapat membuktikan bahwa pelaku ke-

jahatan tersebut sengaja mengincar sejumlah

alat kerja milik korban selaku jaksa KPK yang

tengah menangani perkara,  KPK dapat menje-

rat mereka dengan pasal 'obstruction of justice'

atau dugaan menghalang-halangi penyidikan.

"KPK bisa melihat kemungkinan untuk menje-

rat para pelaku atau pelaku lain yang belum ter-

tangkap," katanya.   (Ant/Has)-f

KR-Devid Permana

Krido Suprayitno (kiri) menyerahkan SK Penlok kepada Dwi

Winarsa.


